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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Derden
Verzet terhadap Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota
Malang (Studi Putusan No.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana
pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota Malang menolak
perkara derden verzet terhadap eksekusi harta bersama di Pengadilan
Agama kota Malang? 2. Bagaimana analisis hukum acara Peradilan Agama
terhadap putusan hakim no.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg tersebut?

Guna menjawab pertanyaan di atas, digunakan teknik pengumpulan
data dokumenter dan wawancara atas putusan Pengadilan Agama Kota
Malang no.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg dalam perkara derden verzet terhadap
eksekusi harta bersama. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah
deskriptif, yaitu menggambarkan kasus yang terjadi sesuai dengan putusan
Pengadilan Agama Kota Malang No.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg, selanjutnya
disimpulkan dengan pola pikir deduktif, yakni mengemukakan dalil atau
dasar yang sifatnya umum, kemudian dihubungkan pada perkara derden
verzet terhadap cksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Kota
Malang.

Pertimbangan hakim menolak perkara derden verzet terhadap eksekusi
harta bersama karena jual beli atas tanah dan bangunan yang menjadi
pokok perkara dinyatakan tidak sah, disebabkan subyek penjual yaitu
Terlawan Tersita (mantan suami) tidak berhak menjual tanpa pesetujuan
Terlawan Penyita (mantan istri). Hal ini didasarkan pada pasal 36 ayat (1)
UU No.l tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 92 KHI dan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI, yaitu Yurisprudensi MA RI No.2699k/Pdt/1996,
Yurisprudensi MA RI No.701k/Pdt/1997, dan Yurisprudensi MA RI
No.1816k/Pdt/1989.

Putusan Pengadilan Agama Kota Malang no.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg
sudah tepat/sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama setelah
ditemukan bukti-bukti bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak berhak,
schingga Pengadilan Agama Kota Malang menolak gugatan Pelawan
seluruhnya, selain itu Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa barang
yang akan disita adalah miliknya, karena jual beli yang dilakukan
sebelumnya antara Terlawan Tersita dengan Pelawan tidak melibatkan
dan tanpa persetujuan Terlawan Penyita selaku mantan istri, sedangkan
obyek jual beli yang berupa tanah dan bangunan tersebut termasuk harta
bersama. Akibatnya pengikatan dan perjanjian jual beli tersebut
dinyatakan batal.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan antara suami istri dilakukan untuk
selamanya. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang
menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti hubungan mereka sudah
tidak bisa diteruskan lagi karena akan mendatangkan kemudharatan yang
jauh lebih besar. Oleh sebab itu Islam membenarkan putusnya perkawinan
sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan kehidupan rumah
tangga. Dalam keadaan tertentu, putusnya perkawinan terkadang mampu
memberikan solusi yang baik bagi kedua belah pihak.’

Perceraian meskipun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya
harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir
yang ditempuh oleh suami istri apabila cara-cara lain yang telah
diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah

tangga.’ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:?

s 2 70 o -
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! , Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, h.124
Soemlyau, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, h.105
3 As-San’ any, Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, Subu/ as-Salam juz 3, h.168



Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. 1a berkata: Telah bersabda Rasulullah saw:

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah thalaq”.
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan dinilai
shahih oleh Hakim dan Abu Hatim menguatkan kemursalannya.

Sejalan dengan bentuk perceraian Islam, pasal 38 Undang-undang No.1

Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat

putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Adapun

alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam PP No.9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang No.l Tahun 1974 antara lain:*

1.

2.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain-lain yang sukar disesmbuhkan

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena di
luar kemampuannya

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri

Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusnya hubungan perkawinan memiliki berbagai macam akibat, mulai

dari akibat fisik, psikologis maupun materiil. Dalam masalah materi, salah

satu akibat hukum yang timbul adalah tentang pembagian harta bersama

antara. Harta bersama baru dapat dibagi apabila terjadi perceraian antara

4 Undang-undang Perkawinan di Indonesia, h.17



suami istri. Dalam hal ini, barang-barang yang menjadi milik bersama
dibagi antara kedua belah pihak.®

Harta bersama dalam perkawinan terbentuk sejak saat terjadinya
perkawinan sampai ikatan perkawinan berakhir. Scluruh harta tersebut
dengan sendirinya menjadi harta bersama, kecuali jika harta yang
diperoleh berupa warisan atau hibah oleh salah satu pihak selama
perkawinan, menjadi milik pribadi penerimanya S,

Dalam Undang-undang No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan
dijelaskan ketentuan harta bersama dalam perkawinan, baik yang diperoleh
sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung, yaitu:

e Pasal 35:
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing svami dan istri dan harta benda
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah
di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain.
e Pasal 36:

(1) Mengenai harta bersama, svami atau istri dapat bertindak atas

persctujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai

hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya.”

5 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia h.113
¢ Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, h.273
" Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Harta bersama suami istri bersumber dari 8

a. Harta yang dibeli selama perkawinan,

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari
harta bersama,

c. Harta yang dapat dibuktikan selama perkawinan, kecuali yang berupa
harta pribadi suami atau istri,

d. Penghasilan yang diperoleh oleh harta bersama dan harta

bawaan/pribadi suami istri,

Segala penghasilan pribadi istri, dan

Segala penghasilan harta bersama suami istri.

™o

Suami atau istri tanpa adanya persetujuan pihak lain tidak
diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama (Pasal 92 KHI).
Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal
yang berurusan dengan soal rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.
Tanpa adanya persetujuan tersebut, kemungkinan terjadinya penyimpangan
besar sekali.’

Di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang pembagian harta
bersama akibat terjadinya perceraian, yang dirumuskan dalam pasal 97
KHI: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari
harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian
perkawinan”.

Dalam kenyataannya, terkadang suami enggan memberikan bagian
harta perkawinan maupun hasilnya kepada istri dengan alasan sang istri

tidak berhak menuntut harta karena mengajukan gugatan cerai, selain itu

8 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, h.241
® Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesis, h.205-206



terkadang ada suami yang sengaja menyembunyikan atau mengaburkan
harta bersama yang sesungguhnya terdapat hak istri di dalamnya.'®

Perselisihan mengenai harta bersama antara svami istri dapat tejadi
dalam beberapa bentuk yang berbeda, misalnya:"!

1. Penentuan harta bersama suami istri

2. Pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama suami istri
3. Penentuan bagian masing-masing suami istri

4. Pembagian harta bersama suami istri.

Perselisihan mengenai harta bersama diajukan kepada Pengadilan
Agama sampai memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tersebut
mesti ditaati dan dijalankan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan.

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum, jika
dijalankan secara suka rela oleh pihak yang dikalahkan, maka selesailah
perkara tanpa mendapat bantuan dari pengadilan. Sebaliknya apabila tidak
mau menjalankan putusan tersebut dengan suka rela, maka pihak yang
menang dapat meminta bantuan pengadilan agar pihak yang dikalahkan
menjalankan putusan tersebut secara paksa.

Hal senada terjadi selama penelitian di Pengadilan Agama kota

Malang, yang menjelaskan adanya perkara derden verzet terhadap eksckusi

1° Sirajuddin Sailellah, Majalah Suara Uldilag, h.111
Y Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, h,242



harta bersama. Upaya hukum dilakukan oleh pihak pelawan (pihak ketiga)
karena Pengadilan Agama kota Malang menetapkan sita eksekusi terhadap
harta bersama. Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama kota Malang
yang diperbaiki dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, harta
yang menjadi obyek sengketa tersebut termasuk harta bersama, sehingga
putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (imkracht
van gewijsde).

Sebelum eksekusi dijalankan, pelawan (pihak ketiga) mengajukan
perlawanan (derden verzet) berdasarkan alasan “hak milik*, bahwa obyek
yang akan dieksekusi adalah milik pelawan, sebab pihak pelawan telah
membeli harta bersama tersebut berdasarkan surat pengikatan dan
perjanjian jual beli. Upaya derden verzet tersebut dimaksudkan agar
Pengadilan Agama kota Malang membatalkan pelaksanaan sita eksekusi
dan menyatakan bahwa obyek yang akan dieksekusi tetap sah milik pelawan.

Untuk mengetahui lebih lanjut terhadap masalah di atas, perlu
dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji masalah tersebut yang
diformulasikan dalam suatu judul “Derden Verzet terhadap Eksekusi Harta
Bersama di Pengadilan Agama kota Malang (Studi Putusan

No.1104/Pdt.G/2006/ PA.Mlg)” .



B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas dan ketajaman analisis yang akurat
perlu adanya perumusan masalah. masalah utama yang akan dikaji adalah :
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama kota
Malang menolak perkara derden verzet terhadap eksekusi harta bersama
di Pengadilan Agama kota Malang?
2. Bagaimana analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap putusan

hakim no.1104/Pdt.G/2006/PA.MIg tersebut?

C. Kajian Pustaka

Sesuai dengan penelusuran data yang dilakukan, masalah derden verzet
di Pengadilan Agama sudah ada yang membahas baik dalam buku
(literatur) maupun penelitian (skripsi). Adapun pembahasan dalam buku
antara lain: Mukti Arto, dalam bukunya “Praktek Perkara Perdata Pada
Pengadilan Agama’, dan M.Y ahya Harahap, dalam bukunya “Kedudukan
Kewenangan dan Acara Peradilan Agama’ dan “Ruang Lingkup
Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata’.

Dalam penelitian sebelumnya, saudari Siti Choiriyah, pada tahun 2007,
mengkaji “Analisis Hukum Islam tentang Derden Verzet atas Penetapan
PA Lamongan tentang Wali Adal’ yang obyek bahasannya berupaya

menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertrama, Bagaimana deskripsi



derden verzet atas penetapan PA Lamongan tentang wali adal? kedua, Apa
pertimbangan hukum hakim PA Lamongan dalam hal tidak menerima
derden verzet? ketiga, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tidak
diterimanya derden verzet di PA Lamongan?

Dari masalah pokok yang saudari Siti Choiriyah teliti, penelitian ini
memiliki kajian berbeda dengan apa yang menjadi fokus kajian yang akan
diteliti oleh penulis, yakni, perfama, Bagaimana pertimbangan hukum
hakim Pengadilan Agama kota Malang menolak perkara derden verzet
terhadap eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama kota Malang ?
kedua, Bagaimana analisis hukum acara Peradilan Agama te;hadap
putusan hakim no.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg tersebut? Pertanyaan kedua ini

adalah pertanyaan pokok dalam bahasan yang akan dicari jawabannya.

. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah di
atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama kota
Malang yang menolak perkara derden verzet terhadap eksekusi harta
bersama di Pengadilan Agama kota Malang.

2. Menganalisis putusan hakim no.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg tentang
derden verzet terhadap cksekusi harta bersama dengan hukum Acara

Peradilan Agama.



E. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai
berikut :
1. Secara teoritis
Memperkaya hazanah keilmuan tentang hukum Acara Peradilan Agama
di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya Fakultas
Syariah.
2. Secara praktis
a. Diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian yang sama di
Pengadilan Agama lain atau penelitian lebih lanjut berkaitan dengan
derden verzet terhadap eksekusi harta bersama.
b. Bagi penulis sebagai persyaratan dalam menyelesaikan program
Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel

Surabaya.

F. Definisi Operasional
Agar pembaca tidak salah paham terhadap arti konsep atau variabel
yang dimuat dalam skripsi, maka perlu mengemukakan definisi operasional
untuk mendapat gambaran yang jelas dari judul tersebut. Konsep atau
variabel yang perlu dideskripsikan adalah :
|. Derden verzet : perlawanan dari pihak ketiga terhadap subyek pihak-

pihak yang terdapat dalam suatu perkara yang telah
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diputus, yang merugikan képentingannya, sebelum
putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau

sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan.'?

2. Harta bersama : harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama

suami istri selama dalam ikatan perkawinan

berlangsung, tanpa mempersoalkan terdapat atas nama

siapapun.'?

Berdasarkan definisi operasional di atas, penelitian mengkaji

tentang derden verzet terhadap eksekusi harta bersama, sebab pihak ketiga

(pelawan) mengklaim bahwa harta bersama yang akan dieksekusi adalah

milik pelawan, karena harta bersama tersebut sudah dibeli berdasarkan

pengikatan dan perjanjian jual-beli.

G. Metodologi Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang

diperoleh dengan cara mempelajari berkas perkara atau dokumen dan

wawancara dengan pihak-pihak terkait antara lain :

2 Mukti Arto,
13 pasal 1 huru

Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama h.124
f F Kompilasi Hukum Islam.
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a. Data tentang proses penyeclesaian perkara derdem verzet terhadap
eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang (putusan
no.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg).

b. Data tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota
Malang yang menolak perkara derden verzet terhadap eksekusi harta

bersama di Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Sumber data
Sumber data dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai
berikut:

a. Sumber primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian
kepustakaan berupa putusan perkara derden verzet terhadap
cksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang
No.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg, serta hasil wawancara dengan hakim
dan panitera Pengadilan Agama Kota Malang yang mengadili atau
menangani perkara tersebut.

b. Sumber sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan
pustaka terkait dengan masalah yang diteliti, antara lain :

1) Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama oleh Mukti
Arto
2) Ruang Lingkup Permasalahan Eksckusi Bidang Perdata oleh

M.Yahya Harahap



| .

3) Hukum Acara Per

Sutantio dan Iskan inata

4) Hukum Acarjér ata Indonesia oleh Sudikno Mertokusumo

5) Hukum Ac/a Peradilan Agama o)¢h Roihan A.Rosyid

6) Hukum Perkawinan Islam oleh Mohd.Idris Ramulyo

7) Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama oleh
M.Y ahya Harahap

8) Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia oleh
Sulaikin Lubis, dkk

9) Hukum Acara Perdata oleh R.Subekti

10) Hukum Perkawinan di Indonesia oleh Wirjono Prodjodikoro

11) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan oleh

Soemiyati.

3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penggalian data, teknik pengumpulan data yang digunakan
sebagai berikut :

a. Dokumentasi, yaitu cara penggalian data berupa pengamatan atas
dokumen-dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti, yaitu putusan perkara derden
verzet terhadap eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama kota

Malang No.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg.
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b. Interview, yaitu penggalian data yang bersumber dari tanya jawab atau
wawancara langsung dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama
kota Malang yang menangani perkara derden verzet terhadap eksekusi
harta bersama di  Pengadilan Agama  kota  Malang

No.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini,
teknik yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan kasus
yang terjadi sesuai dengan putusan Pengadilan Agama kota Malang
No.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg, selanjutnya dianalisis dengan pola pikir
deduktif, yakni mengemukakan dalil atau dasar yang sifatnya umum,
kemudian dihadapkan pada perkara derden verzet terhadap eksekusi
harta bersama di Pengadilan Agama kota Malang, sehingga

menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan
Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang sistematis dan terarah,
maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut :
Babl : Bab ini sebagai pengantar yang memuat Latar Belakang

Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian,



Bab Il :

Bab III :

BabIV:

14

Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metodologi
Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Memuat tentang Landasan Teori tentang Harta Bersama, Eksekusi
dan Derden Verzet, yang diuraikan menjadi tiga sub bab. Pertama,
Harta Bersama, kedua, Eksekusi, ketiga, Derden Verzet dalam
Hukum Acara Peradilan Agama.

Membahas tentang Derden Verzet terhadap Eksekusi Harta
Bersama di Pengadilan Agama kota Malang
No.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg, yang akan diuraikan menjadi tiga
sub bab. Pertama, Gambaran Umum Pengadilan Agama kota
Malang yang meliputi: Keberadaan Pengadilan Agama kota
Malang, Wilayah Hukum Pengadilan Agama kota Malang, dan
Struktur Organisasi Pengadilan Agama kota Malang, kedua,
Proses Penyelesaian Perkara Derden Verzet terhadap Eksekusi
Harta Bersama di Pengadilan Agama kota Malang, ketiga, Dasar
Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Derden Verzet terhadap
Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Malang.
Membahas Analisis Hukum Acara Peradilan Agama tentang
Derden Verzet terhadap Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan
Agama kota Malang No.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg yang akan

divraikan menjadi tiga sub bab. Pertama, Analisis terhadap



Bab V:
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Proses Penyelesaian Perkara Derden Verzet terhadap Eksekusi
Harta Bersama di Pengadilan Agama kota Malang, kedua,
Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Perkara
Derden Verzet terthadap Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan
Agama kota Malang, ketiga, Analisis Hukum Acara Peradilan
Agama dalam Perkara Derden Verzet Terhadap Eksekusi Harta
Bersama di Pengadilan Agama kota Malang
No.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg.

Penutup, yang memuat Kesimpulan dan Saran.



BAB I
TINJAUAN UMUM TERHADAP HARTA BERSAMA, EKSEKUSI DAN
DERDEN VERZET

A. Harta Bersama
1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama menurut arti bahasa adalah barang kekayaan yang
menjadi hak milik bersama. Adapun menurut kamus hukum, harta bersama
adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan
berlangsung.”

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal
35 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan
menjadi harta bersama, sedangkan dalam ayat (2) ditegaskan bahwa harta
bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperolch
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan
masing-masing sepanjang tidak menentukan lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian harta bersama
sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-undang
No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh

suami istrl selama berlangsungnya perkawinan. Sedangkan dalam pasal 85

! Zainul Bahri, Kamus Hukum, h.90
2 Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

16
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KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam
pasal 86 ayat (1) discbutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran
antara harta suami dan istri karena perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 119 BW, mulai saat perkawinan
dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan
antara suami istri, sekedar mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian
perkawinan atau ketentuan lainnya. Peraturan itu selama perkawinan
berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan
antara suami istri. Sekali mercka melakukan perkawinan, harta kekayaan
menjadi bersatu demi hukum, kecuali mengadakan perjanjian bahwa harta
berpisah.’

Dalam hukum Perkawinan menurut Hukum Adat, ada kemungkinan
sebagian dari kekayaan suami istri masing-masing terpisah satu sama lain,
dan sebagian bercampur menjadi kekayaan bersama dari mereka. Kekayaan
suami istri yang masing-masing terpisah dikelompokkan menjadi 2 bagian,
yaitu barang-barang yang masing-masing diperoleh secara warisan dari orang
tua nenek moyang dan barang-barang yang masing-masing diperoleh secara

hibah atau usaha sendiri.*

3 |dris Ramulyo, Hukum perkawinan Islam, h.229-230
4 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, h.109
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Dari beberapa pengertian tentang harta bersama di atas, dapat
disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh

suami istri selama perkawinan berlangsung.

2. Ruang Lingkup Harta Bersama
Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup harta bersama melalui
pendekatan yurisprudensi atau putusan ppngadilan antara lain: °
a. Harta yang dibeli selama perkawinan.

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi
objek harta bersama tanpa mempersoalkan siapa di antara istri atau suami
yang membeli, apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami dan
dimana harta itu berada. Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971
No.803 K/Sip/1970 menjelaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami istri
di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta
bersama suami istri jika pembelian dilakukan selama perkawinan.

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari
harta bersama.

Praktck dan penerapan yang demikian sejalan dengan jiwa Putusan
Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 No.803 K/Sip/1970, bahwa apa

saja yang dibeli, jika uang pembeli berasal dari harta bersama, dalam

5 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, h.275-278
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barang tersebut “melekat” harta bersama meskipun barang dibeli atau
dibangun setelah perceraian.
. Harta yang dibuktikan diperoleh selama perkawinan.

Patokan ini scjalan dengan kaidah hukum harta bersama, bahwa
semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya
menjadi harta bersama. Patokan semacam ini tertuang dalam putusan
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Nopember 1975 yang dikuatkan
dengan putusan Mabkamah Agung RI tanggal 30 Juli 1974, No.806
k/Sip/1974.

. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan jatuh
menambah jumlah harta bersama, termasuk juéa penghasilan yang
tumbuh dari harta pribadi suami istri, akan menjadi objek harta bersama.
Ketentuan ini akan berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain
perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut sesuai dengan putusan
Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1975,No.151 k/Sip/1974.

. Segala penghasilan pribadi suami istri

Menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No.454

K/Sip/1970, Segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan

yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan
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masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama

suami istri.

3. Pembagian Harta bersama

Berdasarkan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 37 Undang-
undang No.l tahun 1974 tentang Perkawinan, dikemukakan bahwa harta
bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena
kematian atau perceraian, maka suami istri tersebut masing-masing mendapat
setengah bagian dari harta yang mercka peroleh selama perkawinan
berlangsung. Ketentuan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI
tanggal 9 Desember 1959 No.424 K/SIP/1959, dalam putusan tersebut
dinyatakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi perceraian, maka
masing-masing pihak mendapat setengah bagian.®

Suami atau istri tanpa adanya persetujuan pihak lain tidak
diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama (Pasal 92
KHI). ﬁal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan
hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga dengan penuh
tanggung jawab. Tanpa adanya persetujuan tersebut, dikhawatirkan

adanya penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak.’

6 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.129
7 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h.205-206
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B. Eksekusi
1. Pengertian Eksekusi
Eksckusi menurut bahasa berarti pelaksanaan putusan pengadilan;
pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan
(khususnya hukuman mati); penyitaan dan penjualan sescorang atau lainnya
karena berhutang.®
Suatu putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu:’

a. Kekuatan untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan hukum
terhadap pihak yang tidak mentaatinya secara suka rela. Kekuatan ini
dinamakan kekuatan eksekutorial.

b. Putusan hakim sebagai dokumen merupakan suatu akte autentik menurut
pengertian undang-undang, schingga tidak hanya mempunyai kekuatan
pembuktian mengikat antara pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga
terhadap pihak ketiga.

c. Kekuatan untuk “menangkis” suatu gugatan baru mengenai hal yang sama
berdasarkan asas nebis in idem, yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan
putusan lagi dalam perkara yang sama.

Pada azasnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap.dapat dijalankan, tetapi tidak semua putusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap tersebut dapat dijalankan karena yamng perlu

8 Sudarsono, Kamus Hukum, h.114
° R. Subekti, Hukum Acara Perdata, h.128
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dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu
yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu
perbuatan.'®

Putusan condemnatoir bisa berupa penghukuman untuk:'!
1. Menyerahkan suatu barang,
2. Mengosongkan sebidang tanah,
3. Melakukan suatu perbuatan tertentu,
4. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan,
5. membayar sejumlah uang

Dengan adanya Undang-undang No.7 tahun 1989, Peradilan Agama
sudah dapat melaksanakan (mengeksekusi) putusannya sendiri dan pada
Peradilan Agama sudah ada perangkat jurusita. Menurut pasal 95, 98 dan 103
UU No.7 Tahun 1989 Peradilan Agama sudah dapat melaksanakan secara
paksa putusan dan penetapannya sendiri, termasuk melaksanakan segala
bentuk sita (beslag) yang diperlukan. Acuannya ialah aturan eksekusi yang
dipakai di peradilan Umum."?

Sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pihak
yang kalah sudah diberi peringatan (aanmaning) dalam tempo paling lama

delapan hari tidak juga memenuhi bunyi putusan, maka terwujudlah dalam

1 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan
Praktek, h,129

11 R, Subekti, Hukum Acara Perdata, h.130

12 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 222-223
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putusan kekuatan eksekutorial (excecutorial krach). Pibhak yang
berkepentingan dapat mengajukan permintaan eksekusi kepada Ketua
Pengadilan. Dalam hal ini Ketua Pengadilan berwenang memerintahkan dan
memimpin pelaksanaan putusan, serta mengeluarkan penetapan perintah
eksekusi kepada jurusita agar dapat melaksanakan eksekusi sesuai dengan
bunyi putusan.”

Obyek tertentu yang dapat disita secara eksckutorial terutama adalah
barang bergerak milik pihak yang dikalahkan (pasal 197 ayat (1) HIR, 208
RBg). Barang bergeraklah yang harus didahulukan untuk disita secara
eksekutqrial. Barang bergerak yang ada di tangan orang lainpun dapat juga
disita, tetapi tidak boleh dijalankan atas hewan dan alat-alat yang digunakan
untuk mencari mata pencaharian (pasal 197 ayat (8) HIR).!

Proses penyelesaian perkara tidak boleh menimbulkan kerugian
kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Pihak
kontrak partai yang digariskan dalam Pasal 1340 KUH perdata menegaskan
petjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku
juga dalam proses penyelesaian perkara. Schubungan dengan itu, pengabulan

dan pelaksanaan sita dalam suatu perkara hanya terbatas terhadap harta

13 yahya Harahap, Kedudukan Kewenagan dan Acara Peradilan Agama, h.311
1 Qudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h.219
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kekayaan tergugat dan tidak bolch melampaui terhadap kekayaan pihak

ketiga."®

2. Jenis-jenis Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dapat

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:'®

a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk

b.

membayar sejumlah uang.

Apabila seseorang enggan untuk dengan suka rela memenuhi isi
putusan di mana ia di hukum untuk membayar sejumlah uang, maka jika
sebelum putusan dijatuhkan telah sita jaminan. Maka sita jaminan itu
setelah dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita
eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-
barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang
harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah dengan semua biaya
sehubungan pelaksanaan putusan tersebut.'” Eksekusi ini diatur dalam
pasal 196 HIR.

Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan svatu

perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR.

135 yahya Harahap, Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembulktian, dan
Putusan Pengadilan, h.299.

15Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan
Praktek, h.130

' Ibid, h.130
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Ketentuan Pasal 225 HIR adalah sebagai berikut:'®

(1) Jika seorang orang, yang di hukum akan melakukan suatu perbuatan,
tiada melakukan perbustan itu di dalam waktu yang ditentukan oleh
hakim, maka bolehlah pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim
itu, meminta kepada pengadilan negeri, dengan pertolongan ketuanya,
baik dengan surat, baik dengan lisan, supaya kepeutingan yang
didapatnys, jika keputusan itu diturut, dinilai dengan uang
yangbanyaknya harus diberitahukannya dengan tentu; jika permintaan
itu dilakukan dengan lisan, maka hal itu harus dicatat.

(2) Ketua mengemukakan perkara itu dalam persidangan pengadilan
negeri; sesudah diperiksa atau dipanggil orang yangberhutang itu
dengan patut, maka sebagaimana menurut pendapat pengadilan
negeri, permintaan itu ditolak atau dinilai harga perbuatan yang
diperintahkan, tetapi yang tiada dilakukan itu, sebesar jumlah yang
dikehendaki oleh si peminta atau scbesar jumlah yang kurang
daripada itu; dalam jumlah itu ditetapkan orang yang berhutang itu di
hukum akan membayar jumlah itu.

c. Eksekusi Riil.

Ketentuan Pasal 200 (11) HIR yang mengatur tentang lelang,
menyebut eksekusi riil. Redaksi kalimat Pasal 200 (11) HIR yang
menentukan: “Jika perlu dengan pertolongan polisi barang tetap itu
ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya, serta
sanak saudaranya”, memberi sedikit petunjuk tentang bagaimana

eksekusi riil itu harus dijalankan. Pengosongan dilakukan oleh jurusita,

dan apabila perlu dapat dibantu oleh beberapa anggota polisi atau

18R Tresna, Komentar HIR, h.186-187
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anggota polisi militer, dalam hal yang dihukum untuk melakukan

pengosongan rumah itu.'

3. Putusan Yang Dapat dieksekusi
Putusan yang dapat dicksekusi ialah putusan yang memenuhi syarat-
syarat untuk dilaksanakan eksekusi, yaitu:

a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang sudah
tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya verzef, banding dan kasasi,
karena putusan sudah mempunyai hukum yang positif sehingga sudah
benar dan tidak boleh diubah lagi.

Pelaksanaan putusan ini dikecualikan dalam hal:

1) Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan
terlebih dahulu. Dalam pasal 180 HIR/191 RBg memberi hak kepada
penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat
dijalankan eksekusinya lebih dabulu meskipun pihak tergugat
mengajukan banding atau kasasi.

2) Pelaksanaan putusan provisi. Dalam kalimat terakhir pasal 180
HIR/191 RBg juga mengenal provisi, yakni “tuntutan lebih dahulu”

yang bersifat ssmentara mendahului putusan pokok perkara. Sehingga

" Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan
Praktek, h.136
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apabila hakim mengabulkan tuntutan provisi, maka putusan provisi
dapat dilaksanakan sekalipun pokoknya belum diputus.

3) Pelaksanaan Akta Perdamaian. Hal ini diatur dalam pasal 130 HIR/154
RBg, apabila telah tercapai perdamaian dalam persidangan, maka
hakim membuat Akta Perdamaian dan menghukum kedua belah pihak
untuk memenuhi akta perdamaian. Dalam pasal tersebut disejajarkan
dengan nilai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
schingga apabila salah satu pihak ingkar menepati isi yang dirumuskan
dalam akta perdamaian, maka pihak yang lain dapat mengajukan
permintaan eksekusi ke pengadilan.

4) Pelaksanaan Grosse Akta. Pasal 224 HIR/258 RBg memperkenankan
cksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian tersebut berbentuk grosse
akta, karena dipersamakan dengan putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, schingga melekat dengan sendirinya kekuatan
eksekutorial.

b. Putusan tidak dijalankan secara suka rela meskipun telah diberi peringatan
(aanmaning) oleh ketua Pengadilan Agama, karena eksekusi dalam suatu
perkara dapat dilakukan adalah apabila pihak tergugat tidak bersedia
mentaati dan menjalankan putusan secara suka rela dan salah satu prinsip

eksekusi adalah menjalankan putusan secara paksa.
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c. Putusan yang bersifat condemnatoir, yakni putusan yang amar atau
diktumnya mengandung unsur penghukuman dan hukuman yang
dijatuhkan itu berupa hubungan atau tindakan hukum yang harus ditaati
dan dijalankan serta dipenuhi oleh pihak yang di kalahkan. Setiap putusan
yang bersifat condemnatoir dengan sendirinya melekat kekuatan hukum
eksekutorial.

d. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Agama,
yaitu Pengadilan Agama menjatuhkan putusan tersebut, atau Pengadilan
Agama yang diberi delegasi dan wewenang, yaitu pengadilan tingkat

pertama.

4, Tata Cara Eksekusi
Adapun prosedur pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut:
a. Adanya permohonan ekseku.si
Permohonan eksekusi disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama
yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Hal ini sejalan dengan
asas yang diatur dalam Pasal 195 (1) HIR/206 (1) RBg, yang menegaskan
bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap adalah atas perintah dan di bawah
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pimpinan ketua Pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat
pertama.”’
b. Peringatan (aanmaning)

Setelah pengadilan meneliti semua surat yang berhubungan dengan
permohonan eksekusi, kemudian dilakukan tindakan persiapan dengan
sebuah penetapan dilakukan pemanggilan terhadap tercksekusi untuk
menghadap di pengadilan pada hari, tanggal dan jam yang telah
ditentukan untuk diberi peringatan. Peringatan itu merupakan salah satu
syarat pokok eksekusi, tanpa peringatan lebih dulu eksekusi tidak boleh
dijalankan.

Masa jangka waktu peringatan paling lama 8 hari, atau boleh kurang
dari 8 hari, tergantung penilaian dan pertimbangan ketua Pengadilan
Negeri.Z' Agar tindakan peringatan memenuhi tata cara formal yang
bernilai autentik, peringatan harus dilakukan dalam pemeriksaaan sidang
“insidentil” yang dihadiri oleh ketua Pengadilan Negeri, panitera, dan
pihak tergugat. Semua peristiwa yang terjadi dalam sidang pemberian
peringatan dicatat dalam berita acara sebagai bukti autentik sidang

peringatan.

2 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, h.314-315
21 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, h.31



30

c. Surat penetapan

Sebagai kelanjutan dari proses peringatan adalah dikeluarkannya
surat penetapan dari ketua Pengadilan. Surat penetapan tersebut berisi
perintah kepada panitera atau jurusita untuk menjalankan eksekusi sesuai
dengan amar putusan. Meskipun eksekusi secara nyata dilakukan olch
panitera atau jurusita, fungsi ini hanya merupakan limpahan, tidak
mengakibatkan lepasnya tanggung jawab ketua Pengadilan untuk
memimpin jalannya eksekusi.?2

d. Pemberitahuan

Tanggal dan hari pelaksanaan eksekusi harus lebih dulu
diberitahukan kepada pihak tersita sesuai dengan ketentuan tata cara
pemanggilan atau pemberitahuan yang dianggap resmi dan patut yang
berpedoman pada Pasal 390 HIR/718 RBg, syarat pemberitahuan ini
tidak boleh diabaikan oleh jurusita.

Pasal 390 ayat (3) menjelaskan:
Tentang orang -yang tidak diketahui tempat diamnya atau tinggalnya
dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu
disampaikan kepada bupati, yang dalam pegangannya terletak tempat
tinggal orang yang mendakwa dan dalam perkara pidana, yang dalam
pegangannya berkedudukan hakim yang berhak: bupati itu

memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu
yang terbesar di tempat persidangan hakim yang berhal.

2 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, h.36
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Pelaksanaan sita eksekusi

Pelaksanaan sita eksekusi dilakukan oleh panitera atau jurusita. Surat
perintah sita eksekusi berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk
menyita sejumlah atau seluruh harta kekayaan tergugat yang jumlahnya
disesuaikan dengan patokan batas yang ditentukan Pasal 197 (1) HIR/208
RBg.?

Panitera atau jurusita yang diperintahkan menjalankan sita eksekusi
dibantu dan disaksikan oleh dua orang saksi. Ketentuan ini termasuk
syarat formil, baik pada sita jaminan maupun dalam sita eksekusi,
sechingga tanpa adanya dua orang saksi, sita eksekusi dianggap tidak
memenuhi syarat.?* Pelaksanaan sita dilakukan di tempat barang yang
hendak disita, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (5) dan ayat (9)
HIR.

Pembuatan berita acara

Berita acara merupakan bukti autentik kebenaran sita eksekusi. Tanpa
adanya berita acara, sita eksekusi dianggap tidak pernah terjadi.”® Berita
acara berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Memuat nama, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua orang saksi

% M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, h.77

2 Ibid, h.78
B Ibid, h. 81



32

2. Merinci secara lengkap semua tindakan yang dilakukan dalam
pelaksanaan eksekusi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (6) HIR/210 ayat (1) RBg,
keautentikan berita acara sita cksekusi belum lengkap jika hanya
ditandatangani oleh pejabat pelaksana. Keautentikannya baru dianggap
sempurna apabila kedua saksi juga ikut membubuhkan tanda tangan
mereka.

f. Penjagaan yuridis barang yang disita, yang diatur sebagai berikut:*

1. Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada di tangan
tersita (Pasal 197 ayat (9) HIR/Pasal 212 RBg).

2. Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya, sampai pada
saat dilaksanakan penjualan lelang.

3. Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat mana
barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkan ke
tempat lain.

4. Penguasaan penjagaan tersebut harus discbutkan dalam berita acara
sita

5. Mengenai barang yang habis dalam pemakaian, maka tidak beoleh

dipergunakan dan dinikmati oleh tersita.

26 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan agama di Indonesia, h.172
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Pasal 199 HIR/214 RBg menjelaskan:?’

(1) Terhitung dari hari berita acara itu penyitaan barang itu
diumumkan kepada umum, maka pihak yang barangnya disita tidak
boleh lagi memindahkan kepada orang lain, membebani atau
menyewakan barang yang tidak bergerak yang disita itu.

(2) Suatu perjanjian yang bertentangan dengan larangan itu tidak dapat
digunakan untuk melawan orang yang menjalankan sita itu.

C. Derden Verzet dalam Hukum Acara Peradilan Agama
1. Pengertian Derden Verzet

Pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara
dan tidak mengikat pihak ketiga (pasal 1917 BW). Akan tetapi apabila pihak
ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajuan
perlawanan terhadap putusan tersebut. Perlawananan diajukan kepada hakim
yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak
yang bersangkutan.

Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu
putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-
nyata telah dirugikan hak-haknya.?® Apabila perlawanaannya dikabulkan,
maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga.

Derden verzet ialah perlawanan dari pihak ketiga terhadap subjek pihak-

pihak yang terdapat dalam suatu perkara yang telah diputus, yang merugikan

?” M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di
Indonesia, h.71
2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h.208.
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kepentingannya, sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau
sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan.” Perbedaannya dengan verzet
atas verstek ialah bahwa dalam derden verzet yang mengajukan perlawanan
adalah pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam perkara, sedangkan
verzet atas verstek dilakukan oleh tergugat semula.
Bentuk derden verzet ada dua macam, yaitu:*°
a. Derden verzet murni, yakni pelawan tidak tersangkut sama sekali dengan
salah seorang dari terlawan tetapi murni membela kepentingannya
(tussenkomst).
b. Derden verzet relatif, yakni pelawan mempunyai kaitan hukum dengan
salah seorang terlawan. Pelawan seolah-olah bertindak untuk kepentingan

salah seorang terlawan ( voeging).

2. Dasar Hukum Derden Verzet
Ketentuan tentang derden verzet diatur dalam HIR dan RBg, sebagai

berikut:’!
Pasal 195 (6) HIR

Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya
itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya,
maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang
diperintahkan itu, dihadapkan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah
hukumnya terjadi hal menjaslankan putusan itu, serta djputuskan oleh
pengadilan negeri itu.

? Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, h.124
% Ibid, h.125
3! M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, h.76-77
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Pasal 207 HIR/225 R.Bg
(1) Perlawanan orang yang berhutang tentang menjalankan putusan baik
dalam hal penyitaan barang-barang yang tidak bergerak diberitahukan
oleh orang yang mengajukan perlawanan itu dengan surat atau lisan
kepada pejabat yang memerintahkan penyitaan itu.
(2) Selanjutnya perkara itu dihadapkan oleh ketua pada persidangan yang
pertama setelah itu supaya diputuskan sesudah kedva belah pihak
didengar secara patut.
(3) Perlawanan tidak dapat mencegah atau menunda menjalankan putusan,
kecuvali Ketua sudah memberi periptah supaya hal itu ditunda dengan
menanti putusan pengadilan Negeri.
Pelaksanaan Derden verzet
Pihak ketiga yang merasa bahwa putusan pengadilan merugikan haknya,
dapat mengajukan gugatan perlawanan (derden verzet) kepada Pengadilan
yang memutus pada tingkat pertama. Gugatan derden verzet dibuat seperti
surat gugatan biasa dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Agama yang
memutus perkara semula, dengan membayar panjar biaya perkara dan
didaftar dalam register induk perkara gugatan sebagai perkara baru dengan
mendapat nomor perkara baru. Derden verzet diperiksa seperti perkara
gugatan biasa, schingga dapat diperiksa dan diputus verstek atau
kontradiktoir

Pihak ketiga yang mengajukan derden verzet disebut “pelawan” yang
berhadapan dengan para pihak semula, yaitu penggugat dan tergugat, yang

kemudian berkedudukan sebagai “terlawan”, yakni pihak penggugat semula

menjadi “terlawan 1” dan pihak tergugat semula menjadi “terlawan 2”.
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Derden verzet dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:*?
1. Atas alasan milik murninya pelawan, yaitu bahwa épa yang diperkarakan
oleh para terlawan adalah milik pelawan
2. Adanya conservatoir beslag (sita jaminan) atas barang-barang yang
diambil oleh pelawan.
3. Adanya cksekusi terhadap barang milik pelawan atau atas barang yang
dibelinya dari salah seorang pihak terlawan.
4. Adanya eksekusi yang melebihi dari putusan.
5. Adanya derden verzet atas harta pusaka dan sebagainya.
Pada umumnya yang dimohon oleh pelawan dalam gugatan
perlawanannya adalah :*
a. Agar dinyatakan bahwa perlawanan tersecbut adalah tepat dan beralasan.
b. Agar dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar.
c. Agar sita jaminan atau sita eksekutorial yang bersangkutan diperintahkan
untuk diangkat.
d. Agar terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara.
Dalam Perlawanan pihak ketiga (derden verzet), pelawan harus dapat
membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya. Apabila

Pelawan berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan

3Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, h.124
3 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan
Praktek, h.177
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yang benar dan sita akan diangkat, sebaliknya apabila pelawan tidak dapat
membuktikan bahwa ia adalah pemilik barang yang akan disita, maka
pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan
yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan.’*

Salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan
untuk menunda esckusi, harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Apabila
eksekusi telah dijalankan, maka tidak ada relevansinya untuk menunda

eksekusi.>’

34 Mahkamah Agung RI, Pedoman teknis Administrasi dan Teknis peradilan Agama, h.124
3% M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, h.314



BAB III

DERDEN VERZET TERHADAP EKSEKUSI HARTA BERSAMA DI
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
NO.1104/Pdt.G/2006/PA.MLG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama kota Malang
1. Keberadaan Pengadilan Agama kota Malang

Pengadilan Agama kota Malang merupakan salah satu Pengadilan
Agama klas IA yang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan
Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang, Tel/Fax (0341) 491812
dengan kedudukan antara 705’ — 802’ LS dan 1126 — 127’ BT. Adapun
batas wilayahnya adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kecamatan Pakis
Sebelah Timur ;: Kec. Pakis dan Kecamatan Tumpang
Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Jenis perkara yang menjadi kompetensi absolut pengadilan Agama
kota Malang adalah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 49 UU No.7
Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan ketentuan UU No.3 Tahun

2006 tentang peradilan agama yang berbunyi:

38
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“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam dibidang:

Perkawinan

Waris

Wasiat

Hibah

Wakaf

Zakat

Infaq

Shadaqah dan

Ekonomi syari‘ah

VRN LA LN~

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang
Pengadilan Agama kota Malang mempunyai wilayah hukum yang
terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 56 (lima puluh enam) Kelurahan sesuai
dengan wilayah pemerintahan Kota Malang ditambah wilayah kota Batu,
dengan rincian sebagai berikut:
1. Kecamatan Sukun, yang terdiri dari 11 Kelurahan dengan jarak tempuh
ke Pengadilan Agama kota Malang antara 8 km sampai dengan 9 km.
2. Kecamatan Klojen, yang terdiri dari 11 Kelurahan dengan jarak tempuh
ke Pengadilan Agama kota Malang antara 4 km sampai dengan 7 km.
3. Kecamatan Blimbing, yang terdiri dari 11 Kelurahan dengan jarak
tempuh ke Pengadilan Agama kota Malang antara 1 km sampai dengan 5

km.
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4. Kecamatan Lowokwaru, yang terdiri dari 12 Kelurahan dengan jarak
tempuh ke Pengadilan Agama kota Malang antara 3 km sampai dengan 9
km.

5. Kecamatan Kedungkandang, yang terdiri 11 Kelurahan dengan jarak
tempuh ke Pengadilan Agama kota Malang antara 5 km sampai dengan 8
km.

6. Kota Batu, yang meliputi semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Kota

Batu dengan jarak tempuh 20 km ke Pengadilan Agama kota Malang.

3. Struktur Organisasi Péqgadiian Agama kota Malang
Struktur organisasi dalam lingkungan Pengadilan Agama
mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mempertegas kedudukan,
wewenang, serta tanggung jawab masing-masing bagian, schingga
dapat memperlancar proses penyelesaian perkara di lingkungan
Peradilan Agama. Adapun struktur organisasi di Pengadilan Agama kota

Malang adalah sebagaimana terlampir.

B. Proses Penyelesaian Perkara Derden Verzet terhadap Eksekusi Harta
Bersama di Pengadilan Agama kota Malang

Salah satu perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama kota Malang

adalah gugatan harta bersama yang kemudian Ketua Pengadilan Agama
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kota Malang menetapkan sita eksekusi. Atas penetapan sita eksekusi
tersebut pihak ketiga mengajukan derden verzet .

Perkara gugatan harta bersama diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan
Agama kota Malang pada tanggal 4 Desember 2006. Adapun pihak-pihak
dalam perkara tersebut yaitu Svanti binti Santoso (bukan nama sebenarnya),
umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal
di J1. Muharto Gg.V No.8 Rt.02 RW.06 Kelurahan Kotalama, Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang sebagai Penggugat, melawan Maman bin
Suparman (bukan nama sebenarnya), umur 48 tahun, agama Islam,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di JI. Brigjen Katamso I11/42 RT.O2
RW.07 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen Kota Malang sebagai
Tergugat, yang dikuasakan kepada Bintan Saragih, SH.

Dalam surat gugatannya, Penggugat mengemukakan bahwa Penggugat
dan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 September 1985 yang tercatat
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang kota Malang, sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 477/95/IX/1985 tanggal 8 September
1985.

Kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 4 September
2006 di Pengadilan Agama Malang berdasarkan putusan Pengadilan Agama
Malang Nomor: 610/Pdt.G/2006/PA Mlg pada tanggal 4 September 2006

dan telah berkekuatan hukum tetap.
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Sebelum gugatan harta bersama diajukan, Penggugat juga mengajukan
tuntutan nafkah anak yang kedua karena masih berumur 16 tahun sampai
anak tersebut berumur 21 tahun sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
perbulan selama 5 tahun sejumlah 30.000.000,- (tiga puluh juta ribu)
sebagai jaminan kepentingan kehidupan yang layak bagi anak tersebut.

Selama menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat
telah mengumpulkan harta bersama (gono-gini) berupa barang-barang
bergerak maupun tidak bergerak. Barang tidak bergerak yang dihasilkan
selama masa perkawinan berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan
rumah sertifikat hak milik di JI. Brigjen Katamso Gg.III/42 RT.02 RW.07
yang dibeli dari Sri Wahyuni pada tanggal 16 Januari 2003 seharga
Rp.51.250.000,-

Sedangkan barang yang tidak bergerak antara lain:

a. 1 (satu) toko peracangan yang ada di dalam rumah tersebut beserta
isinya yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta
rupiah).

b. 1 (satu) buah mesin jahit senilai 400.00,- (¢empat ratus ribu rupiah).

c. 1 (satu) buah TV 21” merk Sony seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga
ratus ribu rupiah).

d. 1 (satu) buah VCD seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
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e. 1 (satu) buah kulkas warna biru merk Sharp seharga Rp.1.500.000,-

(satu juta lima ratus ribu rupiah).

f. 3 (tiga) buah lemari pakaian kayu scharga Rp.2.000.000,- (dua juta
rupiah).
g. 1 (satu) buah tempat tidur seharga Rp.500.000,- (lima ratus rupiah);

Berkenaan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan,
Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan suatu perjanjian
sebagaimana dimaksud dalam KHI jo KMA no.154 tahun 1991 Pasal 47
ayat (1).

Harta bersama sebagaimana yang telah discbutkan di atas telah
dikuasai oleh Tergugat seluruhnya, oleh karena itu Penggugat mohon agar
Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama untuk
menyerahkan % bagian dari harta bersama kepada Penggugat secara suka
rela, sekaligus dan seketika.

Berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan tak terbantahkan, Penggugat
mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya
hukum banding dan kasasi.

Dalam gugatan harta bersama tersebut, Penggugat mohon kepada
Pengadilan Agama kota Malang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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mengajukan gugatan rekonvensi atas harta bersama yang dikuasai oleh
Penggugat.

Selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan tentang harta
bersama yang ada pada Penggugat. Atas replik yang diajukan oleh
Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik.

Untuk meneguhkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti
berupa bukti surat dan bukti saksi. Adapun bukti surat yang diajukan olch
Penggugat antara lain:

1. Foto copy Akta Cerai nomor: 700/AC/2006/PA.Mlg tertanggal 4

September 2006 (P.1).

N

. Foto copy Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan
Kasin Nomor: 470/35.73.02.1006/2006 tertanggal 5 Januari 2007 (P.2).
3. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klojen Kota Malang Nomor: 5944/85/428.62/2002

tertanggal 15 Juni 2002 (P.3).

4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Sri wahyuni, yang
dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang
Nomor: 1269 tertanggal 30 April 2003(P.4).

5. Foto copy kwitansi pembelian rumah dari Sri Wahyuni kepada

Penggugat tertanggal 16 Januari 2003 (P.5).
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Sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Nurani binti
Hasan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal
di JI. Ade Irma Suryani [1/490 RT.02 RW.04 Kelurahan Kauman,
Kecamatan Klojen Kota Malang.

Setelah mengangkat sumpah, saksi memberikan keterangan bahwa
saksi adalah kakak Penggugat, saksi mengetahui semula Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang sah, kemudian bercerai pada tahun 2006.
Setelah bercerai, harta bersama banyak dikuasai oleh Tergugat terutama
rumah yang terletak di JI. JI. Brigjen Katamso Gg.lII/42 RT.02 RW.07.
Saksi juga mengetahui bahwa rumah tersebut dibeli dari Sri Wahyuni
dalam masa perkawinan.

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan
membenarkan keterangan tersebut, begitu juga Tergugat juga menerima
keterangan saksi.

Setelah majelis hakim berkesimpulan bahwa pemeriksaan cukup dan
pihak-pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya
majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Perkara
gugatan harta bersama tersebut diputus oleh Pengadilan Agama kota
Malang tanggal 17 April 2007.

Atas putusan Pengadilan Agama kota Malang tersebut, Tergugat

melalui kuasa hukumnya yang bernama Bintan Saragih SH mengajukan
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permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal
27 April 2007 yang terdaftar dalam register perkara nomor
140/Pdt.G/2007/PTA.Sby dan diputus pada tanggal 27 Juni 2007.

Pengadilan Tingggi Agama Surabaya dalam amar putusannya
menyatakan bahwa Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat
diterima.

Dalam Konpensi' Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengabulkan
gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dan menghukum Tergugat/
Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah anak
bernama Fifera Safitri binti Abd.Aziz setiap bulan sebesar Rp.250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)dengan penambahan 10 % (sepuluh
persen) untuk setiap tahunnya, kewajiban tersebut berjalan terus hingga
anak berumur 21 tahun atau pun dapat berdiri sendiri.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan obyek
sengketa yang termasuk harta bersama, di antaranya berupa tanah dan
bangunan rumah yang berdiri di atasnya, beralamat di jalan Brigjen
Katamso Gg.III/42 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
serta menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan dan membagi

harta bersama tersebut dalam  keadaan kosong kepada

'putusan PTA Surabaya dalam perkara gugatan harta bersama No.140/Pdt.G/2007/PTA.Sby
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Penggugat/Terbanding, schingga masing-masing memperoleh 2 (seperdua)
bagian.

Sedangkan dalam Rekonpensi’ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
memperbaiki putusan Pengadilan Agama kota Malang nomor
1140/Pdt.G/Pa.Mlg, dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding
untuk sebagian, dan menetapkan obyek sengketa yang termasuk harta
bersama yang dikuasai oleh Penggugat/Pembanding serta menghukum
kepada Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan dan membagi harta
bersama tersebut sehingga masing-masing memperoleh % (seperdua)
bagian.

Selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan sita eksekusi kepada
Pengadilan Agama kota Malang pada tanggal 27 Agustus 2007. Adapun
alasan permohonan sita eksekusi adalah bagian Terbanding/Penggugat
belum diserahkan atau dibagi oleh Pembanding/Tergugat meskipun
Penggugat (Pemohon eksekusi) telah berusaha mengadakan pendekatan
secara kekeluargaan.

Atas permohonan cksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Agama kota
Malang memerintahkan jurusita untuk memanggil Pemohon eksekusi dan
Termohon eksekusi supaya menghadap ketua Pengadilan Agama kota

Malang untuk diberi teguran (aammaning). Pada sidang yang telah

2 putusan PTA Surabaya dalam perkara gugatan harta bersama No.140/Pdt.G/2007/PTA.Sby
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ditetapkan, Pemohon eksekusi hadir, sedangkan Termohon eksekusi tidak
hadir, kemudian Ketua Pengadilan Agama kota Malang memerintahkan
jurusita untuk melakukan pemanggilan yang kedua terhadap Termohon
eksekusi. Dalam sidang peringatan yang kedua, Pemohon eksekusi hadir,
sedangkan Termohon eksekusi tidak hadir meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut.

Selanjutnya setelah diberi tempo 8 hari Termohon eksekusi tidak
memenuhi isi teguran, Ketua Pengadilan Agama kota Malang menetapkan
pelaksanaan sita eksekusi pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2007 jam
09.00. Kemudian Pengadilan Agama kota Malang mengeluarkan surat
pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi yang ditujukan kepada Lurah
Kasin, kepada Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi.

Sedangkan perkara derden verzet terhadap eksekusi harta bersama
didaftarkan oleh Pelawan ke Pengadilan Agama kota Malang tanggal 13
Nopember 2007.

Adapun identitas para pihak dalam perkara derden verzet terhadap
cksekusi harta bersama yaitu Ir. Abdul Salam MBA, pekerjaan swasta,
tempat tinggal di jalan Bantaran ID-37 RT.01 RW.06 Kelurahan Tulusrejo
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang memberi kuasa kepada
Abraham Matulessy,SH, sebagai Pelawan, melawan Santi binti Santoso

(bukan nama sebenarnya), pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan
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Muharto Gg.V No.8 Kota Malang, yang memberi kuasa kepada Rudi
Sanjaya Arief,SH, sebagai Terlawan Penyita dan Maman bin Suparman
(bukan nama sebenarnya), agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat
tinggal di Jalan Arif Al Qodri II/Rt.07 Rw.08 Kota Malang, sebagai
Terlawan Tersita.

Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya mengemukakan bahwa
surat Panitera Pengadilan Agama kota Malang No.W.13-
A2/2522/HK.03.5/IX/2007 tanggal 6 Nopember 2007 tentang
Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Putusan Pengadilan Agama kota
Malang nomor 1140/Pdt.G/PA.Mlg yang ditujukan kepada Lurah Kasin
Kecamatan Klojen Kota Malang, tembusannya diserahkan kepada
pengontrak/penyewa rumah bernama Abdullah F Alamudi yang diterima
tanggal 13 Nopember 2007, selanjutnya diberikan kepada Pelawan pada
tanggal 13 Nopember 2007.

Sesuai dengan surat pemberitahuan sita eksekusi tersebut, pelaksanaan
eksekusi akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2007
jam. 9.00 WIB atas barang-barang barang yang menjadi obyek sengketa
yang terletak di J1. Brigjen Katamso Gg.II1/42 Kel. Kasin, Kec. Klojen
Kota Malang.

Salah satu barang yang dimaksud yaitu tanah dan bangunan tersebut

bukan merupakan barang milik Terlawan Tersita lagi, akan tetapi sudah
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menjadi milik Pelawan, karena telah dijual kepada Pelawan dengan harga
Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan surat
pengikatan dan perjanjian jual beli di bawah tangan bermaterai cukup
tanggal 22 Nopember 2006.

Pada waktu Pelawan hendak mendaftarkan untuk meminta balik nama
atas tanah dan bangunan tersebut dari atas nama Sri Wahyuni menjadi atas
nama Pelawan sesuai dengan surat pengikatan perjanjian jual beli, ternyata
Terlawan Tersita tidak memenuhinya dengan alasan bahwa Sri Wahyuni
telah pindah tempat tinggal dan tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pada sekitar bulan Juli-Agustus 2007, Terlawan Tersita telah
mengosongkan tempat yang terletak di jalan Brigjen Katamso Gg.I11/42
Kec.Klojen Kota Malang, dan pindah rumah ke J1. Syarif al Qodri 11/424
Kota Malang. Setelah kosong tanah dan bangunan tersebut di atas oleh

_Pelawan disewakan (dikontrakkan) kepada Abdullah F. Alamudi.

Pengikatan dan perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan tersebut
dilakukan jauh sebelum jurusita/panitera dari Pengadilan Agama kota
Malang meletakkan sita eksekusi, sehingga Pelawan selaku pembeli yang
beriktikad baik menurut hukum harus dilindungi.

Selain Terlawan Penyita (Pemohon eksekusi) tidak jelas identitasnya,
Pengadilan Agama kota Malang telah lalai untuk menjalankan undang-

undang/HIR tentang prosedur sita eksekusi dengan tidak melakukan
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peringatan (aanmaning) terlebih dahulu kepada Terlawan Tersita, kepada
Pelawan dan penghuni (penyewa).

Jika surat-surat tidak sampai kepada Terlawan Tersita, Pelawan
maupun penghuni penyewa tanah dan bangunan tersebut, seharusnya
jurusita menyerahkan pemberitahuan kepada Kepala Desa setempat, tetapi
jurusita memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada
yang tidak berhak, yaitu kepada teman kerja Terlawan Tersita.

Sampai dengan tanggal 9 Nopember 2007 Kepala Kelurahan Kasin Kec.
Klojen Malang tidak pernah menerima dan memberikan surat-surat dari
Pengadilan Agama kota Malang.

Dalam surat gugatan perlawanannya, Pelawan memohon kepada
Pengadilan Agama kota Malang untuk memanggil para pihak tersebut dan
menyidangkan perkara tersebut serta mohon putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi’ Pelawan mohon agar Pengadilan Agama kota Malang
menangguhkan dan membatalkan pelaksanaan sita eksekusi Putusan
Pengadilan Agama kota Malang no. 1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg atas tanah dan
bangunan yang terletak di JI. Brigjen Katamso Gg.IlI/42 Rt.02 Rw.07 Kel.

Kasin Kec. Klojen Kota Malang tersebut.

3 Putusan PA kota Malang dalam perkara derden verzet terhadap cksekusi harta bersama No.
1104/Pdt.G/2006/PA.Mig.
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Sedangkan dalam pokok perkara, Pelawan mohon putusan antara lain:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk
seluruhnya.

2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar.

3. Menyatakan menurut hukum dan mencabut sita eksekusi yang akan
dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember terhadap tanah dan
bangunan yang terletak di jl. Brigjen Katamso Gg.I1I/42 Rt.02 Rw.07
Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang tersebut.

4. Memerintahkan untuk mengangkat sita eksekusi atas tanah J1. Brigjen
Katamso Gg.II1/42 Rt.02 Rw.07 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang,
yang dilakukan oleh Panitera/jurusita Pengadilan Agama kota Malang.

5. Menyatakan menurut hukum obyek tanah dan bangunan milik pelawan
yang terletak di J1. Brigjen Katamso Gg.III/42 Rt.02 Rw.07 Kel. Kasin
Kec. Klojen Kota Malang, tetap sah milik pelawan.

6. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita untuk membayar
biaya perkara secara tanggung renteng.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan salah satu panitera Pengadilan

Agama kota Malang,* proses penyelesaian perkara derden verzet terhadap

eksekusi harta bersama, sama seperti gugatan biasa. Diawali dengan upaya

damai, pembacaan gugatan pelawan, jawaban terlawan, replik, duplik,

4 Wawancara dengan panitera PA kota Malang,, Ibu Djazilaturrahmah, SH, tanggal 15 Desember
2008.
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Pembuktian, kesimpulan dan putusan hakim. Adapun perbedaannya bahwa
dalam perkara derden verzet ada pihak ketiga yang bertindak sebagai
pelawan yang sebelumnya berada di luar perkara.

Pada persidangan yang ditentukan, Pelawan hadir kuasanya yang
bernama Abraham Matulessy SH, sedangkan Terlawan Tersita juga
diwakili kuasanya, Rudy Sanjaya Arief, SH.

Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara
dengan menunjuk mediator dari Pengadilan Agama, tetapi mediasi tidak
berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan
Pelawan.

Selanjutnya Terlawan Penyita menyampaikan jawaban yang pada
pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang disampaikan
oleh Pelawan, karena gugatan Pelawan tidak beralasan hukum yang jelas
dan menyatakan bahwa perjanjian jual beli antara Terlawan Tersita dengan
Pelawan tersebut tidak melibatkan dan tanpa persetujuan Terlawan
Penyita, selain itu adanya penangguhan sita eksekusi oleh Pengadilan
Agama kota Malang sebab adanya upaya derden verzef sangat merugikan
Terlawan Penyita selaku Pemohon eksekusi.

Sedangkan Terlawan Tersita menyampaikan jawaban tertulis, bahwa
Terlawan Tersita tidak pernah menerima atau mengetahui surat panitera

Pengadilan Agama kota Malang tentang pemberitahuan pelaksanaan sita
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eksekusi karena sudah pindah tempat tinggal dan mengakui bahwa

Terlawan Tersita menjual tanah dan bangunan kepada Pelawan pada

tanggal 22 November 2006.

Selanjutnya Pelawan mengajukan replik secara lisan, kemudian
Terlawan Penyita menyampaikan duplik secara tertulis. Setelah itu sidang
dilanjutkan dengan pembuktian.

Untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan mengajukan
bukti tertulis dan bukti saksi. Adapun bukti tertulis yang diajukan oleh
Pelawan antara lain:

1. Foto copy sertifikat tanah yang di atasnya berdiri bangunan, status Hak
Milik Nomor 1269 yang terletak di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen
Kota Malang atas nama Sri Wahyuni (P.1).

2. Foto copy kwitansi pembelian tanah dan rumah yang terletak di Jl.
Brigjen Katamso Gg.I11/42 Rt.02 Rw.07 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota
Malang atas nama Sri Wahyuni oleh Ir.Abdul Salam,MBA kepada
Terlawan Tersita tertanggal 22 Nopember 2006 (P.2).

3. Foto copy surat pengikatan dan perjanjian jual beli antara Terlawan
Tersita sebagai pihak I dengan Ir. Abdul Salam,MBA sebagai pihak II,

tertanggal 22 Nopember 2006 (P.3).
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Foto copy surat perjanjian kontrak rumah antara Ir.Abdul Salam,MBA
(pihak I) dengan Abdullah F.Alamudi (pihak II), tertanggallO
September 2007 (P.4).

Foto copy surat keterangan pindah atas nama Abdullah F.Alamudi,
yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mangli, Kecamatan
Kaliwates-Jember (P.5).

Foto copy surat izin domisili atas nama Abdullah F. Alamudi, yang
dikeluarkan oleh Lurah Kasin Malang, tanggal 31 Oktober 2007 (P.6).
Foto copy gugatan harta bersama nomor 1104/Pdt.G/2006/PA Mig,
tanggal 04 Desember 2006 (P.7).

Foto copy Pemberitahuan Penangguhan Sita Eksekusi Putusan
Pengadilan Agama kota Malang 1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg, dari panitera
Pengadilan Agama kota Malang kepada Pemohon eksekusi, dan Termohon
eksekusi (P.8).

Foto copy undangan kepada Sdr.Abdullah F.Alamudi dan Terlawan
Tersita oleh Lurah Kasin, tanggal 8 Nopember 2007 (P.9).

Foto copy putusan Pengadilan Agama kota Malang nomor:
1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg, tanggal 17 April 2007 (P.10).

Fotocopy laporan ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Malang

yang dibuat oleh Abdullah F.Alamudi taggal 28 Nopember 2007 (P.11).
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12.Foto copy tentang hal Keterangan/Penjelasan Surat Pindah An.Abdullah

F.Alamudi yang dibuat oleh Camat Kaliwates-Jember tanggal 28 Mei 2008

(P.12).
13.Foto copy tentang hal Jawaban Pengembalian Berkas Surat Kepindahan Sdr.

Abdullah F. Alamudi yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mangli

Kec.Kaliwates, Jember tanggal 14 Mei 2008 (P.13).

14. Foto copy akta cerai a.n Santi binti Santoso (bukan nama sebenamya), yang

dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama kota Malang (P.14)

Sedangkan saksi yang diajukan Pelawan bernama Abdullah F.Alamudi,
umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir. Setelah disumpah saksi
memberikan keterangan bahwa saksi adalah penyewa rumah yang akan
dieksekusi, saksi mengetahui jual beli antara Pelawan dengan Terlawan
Tersita. Jual beli tersebut tanpa persetujuan dan diketahui oleh Terlawan
Penyita.

Untuk menguatkan dalil bantahannya, Terlawan Penyita mengajukan 12
bukti tertulis dan 2 orang saksi. Saksi yang diajukan Terlawan Penyita
bernama Islanto Bin Mukair dan Agus Hasan bin Muh.Choir. Setelah
mengangkat sumpah, saksi memberikan keterangan bahwa saksi
mengetahui bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
sah, kemudian bercerai pada tahun 2006. Setelah bercerai, harta bersama

banyak yang dikuasai oleh Tergugat termasuk rumah yang ditempati
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Tergugat dengan istrinya yang baru. Saksi juga mengetahui bahwa rumah
tersebut dibeli dari Sri Wahyuni.

Kemudian Pelawan dan Terlawan Penyita mengajukan kesimpulan
secara tertulis tanggal 31 Juli 2008. Setelah itu majelis hakim
bermusyawarah dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh
Pelawan, Terlawan Penyita maupun Terlawan Tersita.

Selanjutnya majelis hakim memutuskan perkara yang amar putusannya
menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak

gugatan Pelawan seluruhnya.

. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Derden Verzet terhadap
Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Malang.

Sebelum memutuskan suatu perkara, majelis hakim Pengadilan Agama
kota Malang memberikan pertimbangan hukum, sehingga putusan yang
diambil betul-betul memenuhi rasa keadilan. Adapun pertimbangan hakim
menolak perkara derden verzet terhadap eksekusi harta bersama di
Pengadilan Agama kota Malang antara lain:

Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa tanah yang di
atasnya berdiri bangunan rumah terletak di jalan Brigjen Katamso
Gg.I11/42 Rt.02, Rw.07 Kel.Kasin Kec.Klojen Kota Malang termasuk harta

bersama milik Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita telah
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berkekuatan hukum tetap. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde) adalah bersifat mengikat serta bertujuan untuk
menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara Terlawan
Penyita dengan Terlawan Tersita, serta mempunyai kekuatan pembuktian
terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan pasal 1917 BW suatu putusan yang sudah berkekuatan
hukum tetap mempunyai kekuatan bukti yang kuat, maka berdasarkan atas
putusan Pengadilan Agama Malang nomor 1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg, yang
telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor
140/pdt.G/2007/PTA.Sby, maka tanah yang di atasnya berdiri bangunan
rumah tersebut harus tetap dinyatakan sebagai harta bersama Terlawan
Penyita dan Terlawan Tersita.

Berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974
mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan
kedua belah pihak, demikian juga dalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia, suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak
diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, ternyata dalam
surat pengikatan dan perjanjian jual beli tidak melibatkan dan tidak ada
persetujuan/tanda tangan Terlawan Penyita.

Telawan Tersita mengetahui bahwa harta tersebut merupakan harta

bersama yang berarti milik Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita
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yang semestinya tidak menjual tanpa persetujuan/tanpa seijin Terlawan
Penyita, akan tetapi secara sepihak dengan sengaja Terlawan Tersita telah
mengalihkan  harta bersama tersebut kepada Pelawan, majelis hakim
menilai Terlawan Tersita mempunyai iktikad tidak baik atau ada
kecenderungan mengabaikan dan tidak menghormati terhadap putusan
Pengadilan Agama Malang nomor 1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg yang telah
diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor
140/pdt.G/2007/PTA.Sby.

Berdasarkan  Yurisprudensi Mahkamah Agung RI  nomor:
2699k/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998, tindakan menjual harta
bersama yang dilakukén dgn belum disetujui oleh isteri (dalam perkara ini
Terlawan Penyita) adalah tidak sah menurut hukum.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 701k/Pdt/1997
tanggal 24 Maret 1999, jual beli tanah yang merupakan harta bersama
harus disetujui pihak isteri atau suami, bahwa ternyata dalam perkara ini
penjualan tanah sengketa tanpa persetujuan Terlawan Penyita (selaku
mantan isteri), oleh karena itu jual beli tanah tersebut tidak sah dan batal
demi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim PA kota

Malang,’ pada saat jual beli dilakukan, Pelawan sama sekali tidak meneliti

$ Wawancara dengan hakim PA kota Malang, Bapak Drs. Munasik M.H, tanggal 15 Desember 2008.
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hak dan status penjual atas tanah tersebut, sesuai dengan kaidah hukum
yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor:
1816k/Pdt/1989, pembeli tidak dapat dikualifikasi sebagai yang beriktikad
baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, oleh karena itu

Pelawan selaku pembeli tidak pantas dilindungi dalam transaksi tersebut.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TENTANG DERDEN
VERZET TERHADAP EKSEKUSI HARTA BERSAMA DI
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
No.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg

A. Analisis terhadap Proses Penyelesaian Perkara Derden Verzet terhadap
Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama kota Malang

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara
perdata yang berlaku pada Pengadilan umum, kecuali yang telah diatur
secara khusus dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama’, yaitu
Undang-undang no.7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan ketentuan
UU No.3 Tahun 2006.

Perkara gugatan harta bersama antara Santi binti Santoso (bukan nama
sebenarnya) sebagai Penggugat, melawan Maman bin Suparman (bukan
nama sebenarnya) sebagai Tergugat yang diputus oleh Pengadilan Agama
kota Malang kemudian diperbaiki dengan putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya. Dalam amar putusannya menetapkan obyek sengketa
yang menjadi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, serta
menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan atau membagi

harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap putusan

! Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama Indonesia, h.225
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tersebut Tergugat/Pembanding tidak melakukan upaya hukum lagi,
sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut tidak
dijalankan secara suka rela oleh Tergugat, di mana bagian
Penggugat/Terbanding belum dibagi atau masih dikuasai oleh
Pembanding/Tergugat meskipun Penggugat telah berusaha melakukan
pendekatan secara kekeluargaan, sehingga Penggugat mengajukan
permohonan sita eksekusi.

Permohonan sita eksekusi diajukan oleh Penggugat (Pemohon
eksekusi) kepada Pengadilan Agama kota Malang yang telah mengadili
gugatan harta bersama pada tingkat pertama, hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (1) RBg yang
menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah atas perintah dan di bawah
pimpinan Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Setelah menerima permohonan sita eksekusi dari Penggugat, Ketua
Pengadilan Agama kota Malang menunjuk jurusita pengganti untuk
memanggil Penggugat (Pemohon eksekusi) dan Tergugat (Termohon
eksekusi) supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Agama kota
Malang pada hari Senin, tanggal 17 September 2007 jam 09.00 untuk

diberi teguran atau peringatan agar memenuhi putusan Pengadilan Agama



kota Malang yang telah diperbaiki dengan putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dalam perkara harta bersama tersebut.

Dalam pelaksanaan pemanggilan, jurusita pengganti bertemu langsung
dengan Pemohon ecksekusi dan Termohon cksekusi, Tetapi termohon
eksekusi tidak menandatangani surat panggilan dari jurusita pengganti.

Pada hari sidang pemberian peringatan yang telah ditentukan yaitu hari
Senin, Tanggal 17 September 2007 Pemohon cksekusi hadir, sedangkan
Termohon eksekusi tidak hadir, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama kota
Malang memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama kota Malang
memanggil Termohon eksekusi untuk yang kedua kalinya agar menghadiri
sidang pemberi;ln peringatan yang akan dilaksanakan pada hari Senin,
tanggal 1 Oktober 2007 jam 09.00.

Dalam pelaksanaan pemanggilan yang kedua terhadap Termohon
eksekusi, jurusita Pengganti bertemu dengan ketua RT sectempat yang
menerangkan bahwa Termohon eksekusi sudah pindah rumah ke jalan
Syarif Al Qodri. Surat panggilan tersebut kemudian diserahkan dan
ditandatangani oleh ketua RT setempat.’

Dalam sidang pemberian peringatan yang kedua, Pemohon eksekusi
hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon eksekusi tidak hadir.

Pemberian peringatan tersebut dilakukan dalam pemeriksaaan sidang

2 Wawancara dengan jurusita pengganti PA kota Malang, Bapak Drs. Muh Hilmy, tanggal 16 Januari
2008
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“insidentil” yang dihadiri oleh ketua Pengadilan Agama kota Malang, Panitera
Pengganti, dan Pemohon eksekusi. Pelaksanaan sidang pemberian peringatan
tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg. Semua
peristiwa yang terjadi dalam sidang pemberian peringatan dicatat dalam
berita acara sebagai bukti autentik. Adapun masa jangka waktu peringatan
paling lama 8 hari atau boleh kurang dari 8 hari, tergantung penilaian dan
pertimbangan Ketua Pengadilan.

Sebagai kelanjutan dari pemberian peringatan (sanmaning), Pengadilan
Agama kota Malang mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan sita
eksekusi pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2007 yang berisi perintah
kepada jurusita atau panitera Pengadilan Agama kota Malang untuk
menjalankan eksekusi karena pihak Tergugat (Termohon eksekusi) tidak
memenuhi putusan selama masa teguran/peringatan. Penectapan
pelaksanaan sita eksekusi tersebut sesuai dengan pasal 197 ayat (1)
HIR/Pasal 208 ayat (1) RBg.

Pelaksanaan sita eksekusi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu,
tanggal 14 Nopember 2007 jam 09.00 sesuai dengan surat penetapan
Ketua Pengadilan Agama kota Malang, selanjutnya diberitahukan kepada
Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi dan Lurah Kasin.
Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi tersebut dilakukan secara resmi

dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR/718 RBg.
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Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi dilakukan minimal 7 s/d 10 hari
sebelum pelaksanaan eksekusi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan kepada pihak Tergugat (Termohon eksekusi}) untuk
melaksanakan putusan tersebut secara suka rela dan jarak tersebut
dianggap cukup untuk melaksanakan tindakan persiapan persiapan sebelum
eksekusi dilakukan.

Pihak ketiga yaitu Ir. Abdul Salam MBA, yang merasa bahwa obyek
yang akan dieksekusi yang berupa tanah dan bangunan adalah miliknya
melakukan upaya hukum dalam bentuk perlawanan pihak ketiga (derden
verzet). Perlawanan pihak ketiga (derden verzef) tersebut ditujukan
kepada Ketua Pengadilan Agama kota Malang yang melakukan penetapan
pelaksanaan sita cksekusi, hal tersebut sesuai dengan pasal 195 (6)
HIR/pasal 206 (6) RBg).

Majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang
berperkara dengan menunjuk mediator, yaitu salah satu hakim Pengadilan
Agama kota Malang, tetapi mediasi tidak bisa dilaksanakan karena
Pelawan Tersita dan Terlawan tersita tidak pernah hadir dalam
persidangan. Usaha mendamaikan para pihak yang berperkara merupakan
langkah awal yang wajib dilakukan oleh majelis hakim pada sidang
pertama sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 31 Peraturan

Pemerintah No. 9/1975. Oleh sebab itu, proses penyelesaian perkara
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derden verzet terhadap eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama kota

Malang sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara Peradilan Agama.

B. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Derden Verzet
terhadap Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama kota Malang

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan harus berdasarkan
pertimbangan yang jelas dan cukup. Semua putusan pengadilan harus
memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Alasan-alasan (argumentasi) tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban
hakim mengenai putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan
yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai obyektif.’

Dalam perkara derden verzet terhadap eksekusi harta bersama di
Pengadilan Agama kota Malang, majelis hakim menolak perkara derden
verzet karena jual beli yang dilakukan antara Terlawan Tersita dengan
Pelawan dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Terlawan Penyita
selaku mantan istri.

Obyek dalam jual beli yang berupa tanah dan bangunan tersebut
termasuk harta bersama milik Terlawan Tersita dan Terlawan Penyita
sesuai dengan putusan Pengadilan Agama kota Malang yang telah

diperbaiki dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h.14
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Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan
merupakan harta bersama tidak hanya mengikat terhadap Terlawan
Penyita dan Terlawan Tersita, tetapi juga mengikat terhadap pihak ketiga,
dalam hal ini Pihak Pelawan karena putusan tersebut telah mempunyai
hukum tetap.

Perjanjian jual beli yang dilakukan tanpa persetujuan Terlawan Penyita
selaku mantan istri tidak sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1)
Undang-undang No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan
bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak, serta bertentangan dengan ketentuan pasal
91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa suami istri
tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau
memindahkan harta bersama.

Di samping itu, majelis hakim menolak perkara derden verzet terhadap
eksekusi harta bersama berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat
dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Yurisprudensi MA RI
nomor 2699 k/Pdt/1996, Yurisprudensi MA RI nomor 701 k/Pdt/1997,
yang menegaskan bahwa perjanjian jual beli harta bersama harus mendapat
persetujuan suami istri, tanpa adanya persetujuan salah satu pihak, jual

beli tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.
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Majelis hakim juga menilai Pelawan sebagai pembeli yang ceroboh
karena sebelum melakukan pembelian, ia tidak meneliti status dari tanah
dan bangunan yang akan dibeli, seharusnya ia meneliti terlebih dulu
apakah tanah dan bangunan tersebut benar-benar milik Terlawan Tersita
atau termasuk harta bersama milik Terlawan Tersita dengan Terlawan
Penyita (mantan istrinya). Pembelian yang dilakukan oleh Pelawan tidak
dapat dikualifikasikan sebagai yang beriktikad baik, schingga Pelawan
tidak pantas dilindungi dalam transaksi tersebut. Hal ini berdasarkan
kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1816
K/Pdt/1989.

Perjanjian jual beli harta yang dilakukan antara Terlawan Tersita
dengan Pelawan jelas merugikan Terlawan Penyita, karena dengan jual
beli yang dilakukan secara sepihak, Terlawan Penyita tidak mendapatkan
bagian dari harta bersama yang seharusnya ia terima, yaitu setengah
bagian apabila terjadi perceraian.

Jual beli yang dilakukan tanpa persetujuan Terlawan Penyita
menunjukkan adanya iktikad tidak baik dari pihak Terlawan Tersita untuk
menguasai atau menikmati harta bersama tersebut, padahal dalam proses
pembelian harta bersama dimungkinkan menggunakan penghasilan suami
istri selama perkawinan. Selain itu jual beli yang dilakukan secara sepihak

menunjukkan adanya keinginan suami untuk menyembunyikan atau
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mengaburkan status tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama,
oleh karena itu sudah seharusnya majelis hakim melindungi kepentingan
Terlawan Penyita untuk mendapatkan hak (bagian) atas harta bersama
yang dijual secara sepihak tersebut.

Jual beli yang dilakukan antara Terlawan Tersita dan Pelawan
berdasarkan surat pengikatan dan perjanjian jual beli di bawah tangan,
sehingga surat perjanjian jual beli tersebut termasuk akte di bawah tangan
yang dibuat oleh pihak Terlawan Tersita dengan Pelawan tanpa bantuan
dari pejabat (notaris). Akte di bawah tangan merupakan bukti yang
sempurna seperti akte autentik yang hanya mengikat pihak-pihak yang
membuat perjanjian, yaitu pihak Terlawan Tersita sebagai penjual dan
Pelawan sebagai pembeli.

Sedangkan terhadap pihak Terlawan Penyita sebagai pihak ketiga, akte
di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian bebas, maksudnya
penilaiannya diserahkan kepada majelis hakim, dan hakim mempunyai
wewenang untuk membatalkannya. Hal ini seesui dengan ketentuan Pasal
1875 BW dan pasal 288 RBg, yang menyatakan bahwa akte di bawah
tangan yang diakui orang terhadap siapa akte itu digunakan atau yang

dapat dianggap diakui menurut Undang-undang, bagi yang
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menandatangani dan ahli warisnya, serta orang-orang yang mendapat hak
dari mereka, merupakan bukti sempurna seperti bukti autentik.*

Adanya penegasan dari Terlawan Penyita bahwa ia tidak dilibatkan/
dimintai persetujuan dalam perjanjian jual beli harta bersama yang
dilakukan antara Terlawan Tersita dengan Pelawan menunjukkan adanya
penyangkalan dari Terlawan Penyita terhadap keabsahan surat pengikatan
dan perjanjian jual beli tersebut. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim
menolak perkara derden verzet terhadap eksekusi harta bersama karena
jual beli atas tanah dan bangunan yang menjadi pokok perkara dinyatakan
tidak sah, disebabkan subyek penjual yaitu Terlawan Tersita (mantan
suami) tidak berhak menjual tanpa pesetujuan Terlawan Penyita (mantan

istri).

C. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Derden Verzet
Terhadap Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama kota Malang
No.1104/Pdt.G/2006/PA . Mlg

Adanya surat penetapan Ketua Pengadilan Agama kota Malang tentang
pelaksanaan sita eksekusi harta bersama mendapat respon dari pihak
ketiga, yaitu Ir.Abdul Salam dengan mengajukan upaya derden verzet
kepada Pengadilan Agama kota Malang yang telah memutus perkara pada

tingkat pertama. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara

4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h.133
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Peradilan Agama, bahwa derden verzet diajukan oleh pihak ketiga yang
sebelumnya berada di luar perkara.

Adapun alasan yang menjadi dasar pengajuan derden verzet terhadap

cksekusi harta bersama karena obyek yang akan disita eksekusi telah
dijual oleh Terlawan Tersita kepada Pelawan berdasarkan surat pengikatan
dan perjanjian jual beli, oleh sebab itu perkara derden verzet tersebut
diajukan berdasarkan alasan hak milik, bahwa harta yang akan dieksekusi
diklaim sebagai milik Pelawan. Hal tersebut sudah sesuai pasal 195 ayat
(6) HIR:
Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang
membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang akan disita itu
diakui sebagai miliknya, maka hal itu dengan segala perselisihan tentang
upaya upaya paksa diperintahkan itu, dihadapkan kepada Pengadilan
Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan itu, serta
diputuskan juga oleh Pengadilan Negeri itu.

Dalam gugatan perlawanannya, Pelawan mohon kepada Pengadilan
Agama kota Malang untuk mencabut dan mengangkat sita eksekusi
terhadap tanah dan bangunan tersebut, serta menyatakan menurut hukum
bahwa pengikatan dan perjanjian jual beli antara Terlawan Tersita dengan
Pelawan terhadap tanah dan bangunan adalah sah menurut hukum.

Upaya derden verzet terhadap eksekusi harta bersama yang diajukan

pada tanggal 13 Nopember 2007 masih dalam tenggang waktu pengajuan

derden verzet, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 230 RBg ayat (1):
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Dalam delapan hari sesudah diberitahukan penyitaan itu, maka orang yang
dikalahkan itu boleh melakukan perlawanan atas penyitaan itu, jika
menurutnya padanya ada alasan untuk mengajukan perlawanan.

Dengan adanya upaya derden verzet tersebut, ketua Pengadilan
Agama kota Malang memerintahkan kepada panitera atau jurusita untuk
menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi. Pada azasnya derden verzet
terhadap esekusi tidak menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi. Yang
berhak menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi adalah Ketua Pengadilan
Agama. Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh ketua Pengadilan
Agama apabila perlawanan benar-benar beralasan. Hal tersebut sesuai
dengan ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR:

Bantahan itu tiada dapat menahan orang mulai atau mencruskan hal
menjalankan keputusan itu, kecuali jika ketua telah memberi perintah
supaya hal itu ditangguhkan sampai jatuh putusan Pengadilan Negeri.

Sebelum memutuskan perkara derden verzet terhadap eksekusi harta
bersama tersebut, majelis hakim mengemukakan alasan-alasan yang
dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara derden verzet
terhadap eksekusi harta bersama, yaitu bahwa gugatan Pelawan pada
pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa milik Pelawan karena telah
dijual oleh Terlawan Tersita kepada Pelawan, dan Pclawan mohon agar
Pengadilan Agama Kota Malang mencabut dan mengangkat sita eksekusi

terhadap tanah dan bangunan yang terletak di jalan di J1. Brigjen Katamso

Gg.Ill/42 Kel. Kasin, Kec. Klojen Kota Malang, serta menyatakan
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menurut hukum bahwa pengikatan dan perjanjian jual beli antara Terlawan
Tersita dengan Pelawan sah menurut hukum.

Terlawan Tersita telah menyampaikan jawaban scbagaimana
diterangkan dalam putusan yang pada pokoknya mengakui telah menjual
rumah di JI. Brigjen Katamso Gg.III/42 Keclurahan Kasin Kec.Klojen Kota
Malang kepada Pelawan.

Terlawan Penyita membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh
Pelawan. Adapun dalil bantahan Terlawan Penyita pada pokoknya
menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang telah dijual tersebut adalah
harta bersama, sedangkan Terlawan Penyita tidak mengetahui dan tidak
diminta persetujuan atas penjualan tanah dan bangunan tersebut.

Pada tanggal 4 Desember 2007 terjadi gugatan harta bersama yang
berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di jalan Jl.
Brigjen Katamso Gg.I11/42 Kelurahan Kasin Kec.Klojen Kota Malang yang
dibeli pada tanggal 16 Januari 2003 oleh Terlawan Penyita dan Terlawan
Tersita dari Sri Wahyuni.

Putusan yang menyatakan bahwa tanah yang berdiri di atasnya
bangunan di JI. Brigjen Katamso Gg.I1I/42 Kelurahan Kasin Kec.Klojen
Kota Malang adalah harta bersama milik Terlawan Tersita dan Terlawan
Penyita telah berkekuatan hukum tetap, sehingga bersifat mengikat serta

bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara
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Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita, serta mempunyai kekuatan
pembuktian terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu harus tetap dinyatakan
sebagai harta bersama.

Berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua
belah pihak, demikian juga tersebut dalam pasal 92 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak
diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Berdasarkan jawaban Terlawan Tersita yang mendalilkan bahwa di
samping mantan istri (Terlawan Penyita) tidak meminta dari penjualan,
uang hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang-hutang dan buat
kawin lagi serta biaya hidup sehari-hari adalah tidak berdasar atas hukum,
selain itu, ternyata Terlawan Penyita terbukti mengajukan gugatan harta
bersama dan telah memohon sita eksekusi atas tanah dan bangunan yang
berdiri di atasnya.

Terlawan Tersita yang mengetahui bahwa harta tersebut merupakan
harta bersama yang berarti milik Terlawan Penyita dengan Terlawan
Tersita seharusnya tidak menjual tanpa persetujuan/tanpa seijin Terlawan
Penyita, akan tetapi ternyata secara sepihak dengan sengaja Terlawan
Tersita telah mengalihkan harta bersama tersebut kepada Pelawan,

Sehingga majelis menilai Terlawan tersita mempunyai iktikad tidak baik.
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Di samping itu, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum
berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

a. Berdasarkan  Yurisprudensi Mahkamah Agung RI  nomor:
2699k/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998, tindakan menjual harta
bersama yang dilakukan dan belum disetujui oleh isteri (dalam perkara
ini Terlawan Penyita) adalah tidak sah menurut hukum.

b. Berdasarkan  Yurisprudensi Mahkamah Agung RI  nomor:
701k/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 jual beli tanah yang merupakan
harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami, bahwa ternyata
dalam perkara ini penjulan tanah sengketa tanpa persetujuan Terlawan
Penyita (selaku mantan isteri), oleh sebab itu jual beli tanah dan
bangunan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

c. Kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
nomor 1816k/Pdt/1989 menegaskan bahwa pembeli tidak dapat
dikualifikasi sebagai yang beriktikad baik, karena pembelian dilakukan
dengan ceroboh, dimana pada saat pembelian ia sama sekali tidak
meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Sehingga
Pelawan sebagai pembeli tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu.
Selain itu, terjadinya jual beli antara Terlawan Tersita dengan Pelawan

seharusnya tidak boleh merugikan Terlawan Penyita, sehingga surat

pengikatan dan perjanjian jual beli antara Terlawan Tersita dengan
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Pelawan yang dilakukan secara sepihak tidak mengikat terhadap Terlawan
Penyita dan tidak bekekuatan hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Agama Kota
Malang no.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg sudah tepat/sesuai dengan hukum
acara Peradilan Agama setelah ditemukan bukti-bukti bahwa Pelawan
adalah Pelawan yang tidak berhak, sehingga Pengadilan Agama Kota
Malang menolak gugatan Pelawan seluruhnya, selain itu Pelawan tidak
dapat membuktikan bahwa barang yang akan disita adalah miliknya,
karena jual beli yang dilakukan sebelumnya antara Terlawan Tersita
dengan Pelawan tidak melibatkan dan tanpa persetujuan Terlawan Penyita
selaku mantan istri, sedangkan obyek jual beli yang berupa tanah dan
bangunan tersebut termasuk harta bersama. Akibatnya pengikatan dan

perjanjian jual beli tersebut dinyatakan batal.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim menolak perkara derden verzet terhadap eksekusi
harta bersama karena jual beli atas tanah dan bangunan yang menjadi
pokok perkara dinyatakan tidak sah, disebabkan subyek penjual yaitu
Terlawan Tersita (mantan suami) tidak berhak menjual tanpa
pesetujuan Terlawan Penyita (mantan istri). Hal ini didasarkan pada
pasal 36 ayat (1) UU No.l tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 92
KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Yurisprudensi MA
RI No.2699k/Pdt/1996, Yurisprudensi MA RI No.701k/Pdt/1997, dan
Yurisprudensi MA RI No.1816k/Pdt/1989.

2. Putusan Pengadilan Agama Kota Malang no.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg
sudah tepat/sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama setelah
ditemukan bukti-bukti bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak
berhak, sehingga Pengadilan Agama Kota Malang menolak gugatan
Pelawan seluruhnya, selain itu Pelawan tidak dapat membuktikan
bahwa barang yang akan disita adalah miliknya, karena jual beli yang
dilakukan sebelumnya antara Terlawan Tersita dengan Pelawan tidak

melibatkan dan tanpa persetujuan Terlawan Penyita selaku mantan
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istri, sedangkan obyek jual beli yang berupa tanah dan bangunan
tersebut termasuk harta bersama. Akibatnya pengikatan dan perjanjian

jual beli tersebut dinyatakan batal.

B. Saran
1. Kepada Pembeli seyogyanya meneliti terlebih dahulu status kepemilikan
barang yang akan dibeli untuk menghindari terjadinya sengketa dengan pihak
lain.
2. Pengadilan Agama Kota Malang diharapkan sering mengadakan penyuluhan
hukum kepada masyarakat agar keberadaan Pengadilan Agama Kota Malang
lebih dikenal secara luas dan masyarakat paham tentang tata cara berperkara

di Pengadilan Agama.
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